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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pada kesimpulannya terdakwa, HW (Terdakwa I) dan SP (Terdakwa II), telah 

terlibat dalam tindak pidana perjudian kartu remi jenis FU. Mereka didakwa 

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin 

resmi, mengumpulkan uang taruhan, mengocok dan membagikan kartu remi, serta 

menentukan pemenang berdasarkan kombinasi kartu FU atau Konvoi. 

Penangkapan oleh aparat kepolisian dan barang bukti berupa kartu remi dan uang 

tunai yang disita pada saat kejadian menjadi bukti yang kuat. Terdakwa 

melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang 

menawarkan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin resmi dapat dihukum. 

Dengan demikian, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan 

perjudian yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

2. Dalam  putusan kasus (Nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG), hakim telah 

melakukan pertimbangan hukum yang cermat untuk memastikan keadilan dan 

kemanfaatan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan ini mencakup 

penilaian terhadap bukti-bukti, penerapan asas-asas hukum, referensi pada 

putusan-preceden, pertimbangan kriminologis, serta pemilihan hukuman yang 

tepat. Hakim juga mempertimbangkan hak korban, hak asasi manusia, dan 

konteks sosial dan ekonomi terkini. Keputusan hakim mengenai dakwaan para 

Terdakwa sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah dijelaskan 

dengan merinci unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Proses persidangan 

dilakukan secara transparan, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk 
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membela diri, dan melibatkan saksi-saksi. Hukuman penjara selama tujuh bulan 

yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sebagai bentuk sanksi yang sejalan 

dengan tingkat keparahan perbuatan. Hakim juga mempertimbangkan faktor 

mitigasi, memberikan ruang untuk rehabilitasi, dan mengambil langkah-langkah 

tambahan seperti pengrusakan barang bukti dan penarikan uang tunai. Meskipun 

pandangan subjektif terhadap keadilan dapat bervariasi, namun putusan hakim ini 

mencerminkan proses peradilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum 

yang berlaku dan niat untuk memberikan efek jera serta mendukung integritas 

sistem peradilan pidana. 

B. Saran 

Adapun saran dalam hal ini ialah : 

1. Meningkatkan upaya patroli atau pengawasan oleh pihak aparat penegak hukum 

terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, dengan 

demikian menjadikan pelaku perjudian enggan atau takut melakukan perjudian 

sehingga perjudian dapat ditanggulangi atau ditekan keberadaannya dan tidak 

memberi ruang pada masyarakat untuk melakukan permainan atau perlombaan 

yang ada indikasi taruhan sehingga peraktik perjudian dapat dicegah.  

2. Membuat penyuluhan terkait dampak negatif kegiatan perjudian yang telah 

membudaya di indonesia. Hal ini demi meningkatkan kesadaran hukum yang ada 

di masyarakat dan memberi edukasi dan pembelajaran kepada setiap keluarga, 

anak, cucu bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang dalam norma agama 

dan melanggar hukum. 
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